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PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR lb TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa sesuai dengan kewenangan penataan pembangunan cletn
pengendalian menara telekomunikasi kepada pemerint.rh Kota
Pekanbaru perlu ditetapkan payung hukr-rm sebagai lanrjasan
kebijakan operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimballgan sebagaimana dimaksud clal:rm
hurul:,r, perlu rnenctapkan Pcraturan Daerah tentatrg Retribursi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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4.

5.

6.

Undang-undang No. 8 Tahun 1956 tentang Pcrrrbentukan Daeralr
Otonomi Kot.a Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera 'l'engah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor l9),

Undang-undang No. 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198 I Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

Undang-undang Republik lndonesia Nomor S Tahun I999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak
Sehat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun i999 Nornor:
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g33);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 1.54,
Tarnbahan Lembaran Negarn ficpurblik Inclonesia Nomor 3gg1);

Urrdang-Ur-rdang N<tmor 28 Tahur-r 2OO2 tenLang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
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Nomor 134, Tambahztn Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4247);

7. Undang-Ur-rdang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun
2OO2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 4252);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahtrn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2O08
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4i344);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahzrn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4742\;

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara 4725);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20(19

tentrlng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Repurblik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaritt-r

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);

13. Ur-rdang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungrrn
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 I Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturzrn Pemerintah Nonror 52 Tahun 2OOO tentang
Penyclenggaraan'l'elekomutrikasi (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3980);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang
Penggunaan Spektrum Prekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1Cr8,

Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 3981);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peratlrran

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangr"rnan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor tl3, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lndoncsia
Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negarer Republik
Indoncsia Nomor 4 57ti);

19. Perzrturan Pc'merintzrh Nomor 79 'l'ahun 2005 tentang Pedomar-r

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Perzrturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pcrnbagran
Uruszrn Pemerintahan antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembzrran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2l . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 l0 tentang
Penyelenggaraan Penata.in Ruang ( Lembaran Negara Repnblik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 I , Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5103 );

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang
Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2OO7;

23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02lPER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

24 . Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pror,luk l-l ukum Daerah;
Kop Naskah Dinas Jabatan (Perda) agar menggunakan lambang
ncBara bcrwarrta kuning emas.

26. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor
23/ PER/ M.Kominfo l04 l2OO9 tentang pedoman pelaksanaan
urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi;

27. PeraLuran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru;

28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor B Tahur-r 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Kecludukan dan Tugas Pokok
Dinzrs-Dinzrs di Lingkungarn Pemerrntah Kota Pckanbaru;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dzrn

WALIKOTA PEKANBARU

MtrMUTUSI{AN

Mcnetapkan PERATURAN DAtrRAH TENTANG RETRIBUSI PtrNGEN DAI,IAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KE'ItrN'I'UAN LJ 1\4 IJ I\,1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbanr.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru.

5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.

6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diserahi tugas tertentu dibidang
pembinaan meliputi penga'*'asan, pengcndalian, dan penertiban menara
bersama telekomunikasi seluler dan menara telekomunikasi.

8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ateru
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan olch
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Subjek Retribusi aclalah orang pribadi atar-r Badan yang mendapat pelayanan
oleh Pemerintah Kota.

10. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peratur€rn
perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar:rn
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

1'l . Masa retribi-rsi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
ia'aktu bagi wajib Rctribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertenru
dari pemerintah dzrerah yang bersangkutan.

12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnva
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
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22. Badan ad
Perseroan

alah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan Terbatas,
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkr-rmpulkan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga clana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

23. Mcnar:l Telekomunikasi adalah ba.gunan khusus yang berlungsi sebagai
sarana penunjang untuk mene mpatkan peralatan telekomunikasi yang berupzr
rangka baja di ikat oleh berbagai simpul arau berupa bentuk tunggal.

24. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang
digunakan oleh operator telekomunikasi secara bersama dalam satu menar.r
untuk kepentir-igan penyelenggaraan telekomunikasi.

25. Menara Bersama Teiekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasr
yang desain dan bentuknya diseraraskan dengan ringkungan dimana menara
tersebut berada.

I3. Surzrt pendaftaran objek ttetritrusi Daerarr (spoRD) adalah surat yarg
cligunakan oleh wnlib Re tribusi untuk melakukan pendaftaran objek Retribr-rsi.

14' surat setoran Retribusi Daerah (ssRD) adalah bukti pembayaran araupenyetoran Retribusi yang terah dilakukan dengan mengunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas claerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang.

l6 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang seranjutnya
disingkat SKRDKRl'ardarah surzrt kctetapan yang rnenentukan tambahan aras
.jr-rrnI:Lh Rctribusi yang tclah ditctapkan.

l T Surzrr Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang se.ranjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kerebihar-r
pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar craripada
Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah seranjutnya disingkat STRD adarah surat
ur-rtuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpurkan dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan,
kepatuhan pemenuhan kewajiban rertibusi daerah.

20. Pcn.vidikzrn Tindak pidana di biclang Relribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil ya,g sclanjutnl,.a
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang ti'rdak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

21. Surat Pemberitahuan Terutang Retribusi Daerah (sp.r.RD) aclarah surat yang
digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan pembayaran
Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi
daerah.
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l'enyedia Menara adalah Perseorangan Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yallg memiliki dan
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan be rsama oleh
penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau meng'perasikan
rncnara bersama telekomunikasi .yar-rg dirniliki oleh pihak lain.
I\ontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan yar-rg
dinyatakan ahli yang profesion,l dibidang jasa konstruksi pembangunan
menara bersama telekomunikasi/menara telekomunikasi.
Penyelenggara Telekomunikasi adalah setiap kegiaran usaha yarng
diselenggarakan oleh Orang atau Badar-r Hukum Indonesia.

BAB II
NAMAOBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

De.gan nama Retribusi Pcngendalian Mcnara'rerckor.unikasi dipungut
sebagai pembayaran atas pemanlaatan tata ruang pengendalian
telekomunika si.

rctribusi
rtcnzl rat

Pasal 3

objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi aclatah pemanfaatan ruarg
untLrk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
dan kepentiangan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengenclalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau
Badan y.ng menggunakan/ menikmati pelaya,an jasa pengendarian Me nara
Telekomunikasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolo.gkan Retribusi Jasa Umlrm.

BAB IV
CARA MENGUXUR TINGKAT

PENGGUNAAN..IASA

'lingkat penggunaan jasa diukur
pen genrlarlicrn usha/ kegiatan lerscbu t

Pasal 6

berdasarkan frekuensi pengawasan dan

()



Pasal 7

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

BAI] VII
WILAYATI PEMUNGU'TAN

Pasal 9
Wiiayah pemungutan retribusi adalah di Kota pekanbaru

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adarah 1 (satu) tahun

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusiPengendalian Menara Telekomunika"i ditetapkar', dengan memperhatikan bia.yajasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, danefektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi biaya operasi da.rpcmeliharaan, biava bunga, dan biaya mocllrl.
(ii) Dararn hiLl pcnctapan tarif sepenuhnya melnpcrhatikan penyediaan jasa,penctapan tarif hanva untuk menutupi sebagian biava.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DAI,AM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA'IARIF RETRIBUSI

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANC}SURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 ,% darrNilai .Jual Objek pajak Menara Telekomunikasi.

(1)

(2)

(3)

Pasal 1l

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

3;:1,"1"-""*uran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas

Retribusi dipungut oleh Instansi yang ditunjuk oleh Walikota .
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(l)

(2)

Pasal 12

Pemba.yaran retribusi yang terhutang haruts dilunasi sekaligus
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
diatur lebih lanjr-rt clengan peraturern Walikota.

pembayaran rctribusi akan

Pasal l3

tanda_r

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15

menge rlai pcnagihan retribusi ditetapkan dengan

(l)

(1)

(2)

(3)

(4) Ketenruan lebih laniut
peraturan Walikota.

Pembayaran retribusi sebagaimana crimaksucr daram pasal 12, criberikarrbukti pembayaran.

/2/ Se tiap pembayaran dicatat dalam bukr_r penerimaan

pasal 14

,r, 
:;TTlilll":erribusi 

ditakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

('?) Daram har pembavaran dilak,kan critempat lain yang ditunjuk, maka hasilpenerimaan retribusi harus disetor ke ras Daerah selambat-lam batnya l x 24.jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh warikota.

Dalarn hal Wajib Retribusi tertentu tidak membe
kurang -.-b""yrr, Jir".,ur.", sanksi admin,",,]#;::;;X11;;:,.1X.r":..;1;
(dua persen) setiap bulan dari Retribusl yr.rg ,..r,r.,g yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih clengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( i )didahului dcngan surat tegur.rn.
surat teguran rainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) riikeluarkan .rchWali Kota atau pejabat yang ditunjuk

BAB XI
KEBERATAN

pasal 16

{ l) wajib Retribusi daoat mengajukan keberatan. hanya kepada warikota atauPejabar yang ditunjui atas SK-Rb u,r,, JoLri.n lain yang dipersamakan(l) Keberatan diaiukan
;l;;;;";;";;H[jd'":ara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserrai

{i) R.eber.r,(a n..ha rus diajukan dalam jangka wakranggal sKRD aii"'.t itr,,,,-;;;;i;"1d"!:1[::l:i1il:,. ,,,,*"?,i.ll?, j,.,0*
fii#?:fffLl;l;: jangka waktLr itil i;dut' i'ou, aip.,,ru #;, keadaan

I



(-l) Kr:adaan diluar kckua:"?."1y" sebagaimana dimaksud pada ayar (3) actalahsuatu keadaan yang terjadi diiuar t"n."aur. utuu kekuasaan wajib Retribusi.(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

(l) walikota dalam jangka waktu paling rama 6 (enam) butan, sejak tanggal suratKeberatan diterima, harus memberi keputusan a.us keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikankepastian hukum bagi wajib Retribusi, trur,*. t .u...tan yang diajukan harusdiberi keputusan oleh Walikota.
Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terah lewat danwalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

Pasal l7

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBtrBASAN RETRIBUSI

dapat memberikan

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

Pasal 18

pengurangan, keringanan dan pembebasan

(l)

( ..1 )

(+)

(1) Walikora
retribusi;

(2)

(3)

(1)

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebi
(t ) diberikl n' d 

".,gri- ..o -perti m bangka. u.-"f;il:Tr?,T :.,".iJ,f t,:f Idan kondisi yang terjadi pada saat itu;
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan .lehWalikota dalam suatu Keputusan Walikota.

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaruwarsa setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun t..frit,_rr.rg 
"lrk saat terutangnya Retribusi,kecuali jika wajib Retribusi merakukan ,ira'riliarr. dibidang R.t.iurril

*iffiffli-penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
t 

;::ffi?IH utang Retribusidari wajib Retribusi, baik rangsung maupun

()



(.1) Dalarl hal diterbitkan
huruf a, kadaluwarsa
Teguran tcrsebut.

Surat Teguran scbagaimana climaksud pada a,vat (2)penagihan dihitung sejak tanggal d i re rima nya Sura r

(4) Pe,gakuan 
"tu"g R:.r:i?:si secarer lerngsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huru. b adarah wajib Retribu"i ,J;g;; kesadarannya menyatakan masih

;,#ff"rr, 
urang Retribusi dan belum melur.rasinya kepada pemerinrah

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b crapat diketahui dari p..,gu3r,n, permohonan angsuran at.tupenundaan pembayaran dan permohonan k"eberatan oleh Wajib Retribusi.

pasal 20
(l) Piutang Retribusi yang riclak mungkin

mclakukan penagihan surclah kacl alr-t*,a-r"a cl

dit.rgih lagi karena hak
apat dil-rapuskan.

tu n tuk

(2)

(3)

walikota menetapk,n keputusan penghapusan piuta.rg Retribusi yang sudahkadaluwarsa sebagaimana dimaksud prd. rr"iirf
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diaturdengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

pasal 2 1

(1) walikota berwenang melakukan pemeriksaan 
.untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban 

.Retribusian Jr...r., craram rangka melaksanak:rnpL-l elLuralt perundang_uncla ngan Rctribr-rsi daerah.
(2) Wa..;ib Retribusi yang diperiksa wajib :

a memperrihatkan dan/atau meminjamkan buku atau calatan, dokumen yangmenjadi dasar dan dokumen luin vu"g;..nrurrrgu., o.,i*ril,*,iu Retribusiyang teruttang:

memberikan kesempatan untr_rl<
o rzi nggap perlu dan mcmberikan
dan / atau

b

C

me masuki ten-r
bantuan guna

atau ruangan ],al-lg
ncaran pemeriksaan;

pat
kela

memberikan keterangan yang diperlukan.
(s) Ketentuan lebih Ianjut mengenai

dengan Peraruran Walikota.
tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

pasal 22
l,alam har wajib Retribu.si tidak dapar membayar repat pada waktunya atau kurangbayar' dikenakan sanksi administrasi b.;;;;;rrga sebesar 2o/o (duaperseratus)
::[:i,d;il"[f$ffiretribusi ,';;;J;';"* arau kurang bavar vang ditagih
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Pembinaan dan pengawasan a[as pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukanWalil<ota dan pejabar yang ditunjuk.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

BAB XVII
INSENTIF PtrMUNCUTAN

BAB XVIII
PENYIDIKAN

ole [r

Pengujian Kendaraatn
insentif pemungutan

atau Badan
Dacrah dan

tindak

pasal 24

( I ) Dalam rangka pelaksanaan pemungu tan RetribusiBermotor, Instansi yang melaks..,akar_, dapat diberikan
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

/2/ Pernberian insenrif sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran per-rdapatan clan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud padzrayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(ll

(2)

pasal 25
Pcjabat Pegawai Negeri sipil rcrtentu di ringkungan pemerintah Daerah diberi\:c\,.'c'na,g khusus scbagai pc.yidik unt;k mclakukan penyidikan tinrlakpidana di bidar-rg perpajakan Daerah dan Rctribusi, sebagaimana dimaksucrdalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negcrisipil tertentu di ringkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pe.iabalyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Wcu,cneurg penyidik sr:bagarmana dimaksud petda ayat ( I ) adalah:a. ntenerima, mencari, mengumpulkan, dan rneneliti keterangan atau lapora,berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusiagar keterangan atau laporan tersebut _."i"ai lebih lengkap dan jeLas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan ketcrangzrn mcngenai orang pribadiatau I3adan tcntat)g kcbcnaralr perbuatzrr_t vang dilakukan 

"ahrba,ngunclcngan tindak pid:rnlr pcrpaja kern Dacrah cran Iretribr-rsi;
memlnta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadisehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakanRetribusi;

-(lt)

('

rl memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan denganpidana di bidang perpajakan Daerah aa,_, net.iUu"i;
(' melakukan penggeredahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukar

bukti tersebut; 
rq,r' Scr La rrlelaKukan penyitaan terhadap bahan

li



meminta bantlran tenaga ,hli dalam ra,gka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat. pemeriksaan 

".drrg berlangsung dan meme rrksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumen yo-.,* OrO.*",
h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajaka'Daerah dan Retribusi;
i memanggir orang untuk didengar keterangann.ya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j. nrenghentikan pen-vidikan; clan / a tau
k rnt:lakukan tir-rd:rkan l.in yang perrur untuk ke.lancaran penyidikan tindakpidana di biciang perpajakan Daerah cra,r Retribusi sesuai dengan keten[uanperaturan perundang_undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimurainyapeuyidikan dan menyampaikan nasit penyiaikannya kepada penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Unclan*-"a""* IJukum Acara pidana.
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( I ) wajib Re tribusi yang tidak melaksanakan ke wajibannya sehingga merugikankeuangan daerah diancam 
-pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan araupidana denda paling banyak 3 (tiga) kali j"umlah retribusi terutang yang tidakatau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) adalah pe.langgaran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pas.il 2f>

Pasal 27
'3"Tii sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan

BAB XX
IiETENTUAN PtrRALIIIAN

Pasa I 28
(t) Deugan berlakunya peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturanperu'dang-undanga, dan peraturan lainnya dianggap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang pribadi/badan yang bergerak dibidang penyelenggraan p.sTelekomunikasi dan. Infomatika vJ"g i.i"r-, ada harus sudah menyesuaikanpaling lambar 3 (Tiga) bulan sejakiiriarrrjr,.,,.,ya peraturan daerah ini.
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I lal hal yang belum diarur <jalam peratura
peraksantr,nn-vo, ,rr.u,-, di.rtr-rr lcbih lanjut dengan;":il::: *l,luir'j""'""t

Pasal 29

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

teknis

Ditetapkan di pekanbaru
pada tanggal It OVwW otz
WALIKOTA PEKANBARU,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDacrah ini dengan penempat.rnnya di dalam Lembaran Daerah Kota pekanbaru.
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Drs. H. YU B M.Pd
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Hai-hal .yang belum diatur dalam peratura
pelaksa naanriy.,, r.,. d iar ur te bih lanj u t den gani.::i::l rliui.jr"r""*

Pasal 29

BAB XXI
KF]TENTUAN PENUTUP

tr:k n is

Pcratur.rn D:rerah ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkar_r

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDaerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota pekanbaru.

Ditetapkan di pekanbaru
pada ranggal lC OVh2Wr ZolZ
WALIKOTA PEKANBARU,

D iu nd angk an baru
RDAUS,

pada tangg Vrouzr" 2012
PIt. SEKRE DAERAH KOTA,

Drs. H .YU UB .Pd
PEMBI

NIP. 195
MADYA

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR lto

di Pe

t7
ARI

ii

Pasal 30
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